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ABSTRAK   

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah mengubah sistem 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Walikota diberikan 
kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan 

memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, 
karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, 

ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar 

daerah dan/atau dengan pihak ketiga. 
Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang 
terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah. Perubahan paradigma 

Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki 

beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Selanjutnya, implikasi dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kehadiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tersebut membawa konsekuensi 
perubahan beberapa materi terkait proses pembentukan produk Hukum 

daerah. 

Dengan mempertimbangkan kepastian hukum pemberlakuan 
ketentuan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah 

Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga 

mengganti Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 



 
 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan 

Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan 

nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

 

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan    Jawa Barat; 

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 
 

1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 

Nomor 6197); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Nomor 2); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Salatiga Nomor 9); 

 
2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 6 (enam) Pasal 

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya 
Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan 

Daerah, Pasal 4 Asas pembentukan Perda, Pasal 5 materi muatan 

Perda, Pasal 6 Ruang Lingkup Perda. 
2. BAB II PRODUK HUKUM DAERAH  terdiri dari 3 (tiga) Pasal,  

3. BAB III PERDA terdiri dari 46 (empat puluh enam) Pasal 5 (lima) 

Bagian. 

4. BAB IV PERWALI DAN PB KDH terdiri dari 9 (sembilan) Pasal dan 3 
(tiga) Bagian. 

5. BAB V PERATURAN DPRD terdiri dari 4 (empat) Pasal, dan 2 (dua) 

Bagian. 
6. BAB VI KEPUTUSAN WALIKOTA terdiri dari 5 (lima) Pasal, dan 3 

(tiga) Bagian. 

7. BAB VII KEPUTUSAN DPRD terdiri dari 3 (tiga) Pasal,  
8. BAB VIII KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD terdiri dari 2 (dua) Pasal. 

9. BAB IX KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD terdiri dari 3 

(tiga) Pasal. 
10. BAB X PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM 

DAERAH BERBENTUK PERATURAN terdiri dari 9 (sembilan) Pasal 

dan 3 (tiga) Bagian. 



 
 

11. BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, 
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN terdiri dari 29 

(duapuluh sembilan) Pasal dan 5 (lima) Bagian. 

12. BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal. 
13. BAB XIII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK 

PERATURAN terdiri dari 5 (lima) Pasal dan 2 (dua) Bagian. 

14. BAB XIV PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

15. BAB XV KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal. 
Pasal 127 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 
2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 128 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 CATATAN   -    Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018 

- Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018 

- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 

13, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (15/2018) 

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 

 

 


